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SUDAH 2 BULAN KASUS PERJALANAN DINAS FIKTIF DPRD MAMUJU 

‘MANDEK’ DI MEJA BPKP SULBAR 

 
Kompasiana.Com 

Sudah dua bulan kasus dugaan korupsi perjalan dinas fiktif di DPRD Kabupaten 

Mamuju, bergulir di Badan Pemeriksaan Keungan Provensi (BPKP) Sulawesi Barat 

(Sulbar). Hingga saat ini hasil perhitungan kerugian keuangan negara belum diberikan 

kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju. 

Kejari Mamuju masih sebatas koordinasi dengan BPKP Sulbar soal perhitungan 

kerugian keuangan negara tersebut. Kasi Intel Kejari Mamuju Antonius saat dikonfirmasi 

Tribun-Sulbar.com, Senin (2/12/2024) mengungkapkan bahwa sampai saat ini masih 

menuggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara di BPKP Sulbar. Antonius 

menyatakan, pihaknya belum mengetahui kapan hasil perhitungan kerugian keuangan 

negara itu dikeluarkan. Namun, penyidik Kejari Mamuju terus berkoordinasi dengan 

BPKP Sulbar untuk membahas soal hasil perhitungan kerugian keuangan negara itu. Ia 

menambahkan bahwa sampai saat ini mereka belum mendapatkan kepastian kapan 

hasilnya akan keluar, tapi tetap dilakukan koordinasi. 

Dalam kasus ini, Kejari Mamuju juga sudah menaikkan kasus ini ke tingkat 

penyidikan untuk terus dilakukan pendalaman menentukan apakah ada unsur pidana atau 

tidak. Penyidik juga sudah memeriksa 40 saksi mulai dari Anggota DPRD Mamuju, 

manager hotel Claro hingga PO Bus. 

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif yang menyeret tinga 

Anggota DPRD Mamuju naik di tingkat penyidikan di Kejakasaan Negeri (Kejari) 

Mamuju. Tiga Anggota DPRD Mamuju berinisial A, MB, dan ZL kini dalam proses 

pemeriksaan oleh penyidik Kejari Mamuju. 

Kasi Intel Kejari Mamuju Antonius mengatakan, kasus dugaan korupsi tersebut 

sedang dalam proses penyidikan dan saat ini masih menunggu total kerugian keuangan 

negara. Ia menambahkan bahwa setelah ada perhitungan kerugian keuangan negara baru 

kita akan menetapkan tersangka, karena itu salah satu unsur untuk menetapkan tersangka 

dalam kasus ini," kata Anton saat ditemui Tribun-Sulbar.com, di Kantor Kejari Mamuju, 

Jl Ks Tubun, Kelurahan Rimuku, Mamuju, Rabu (21/8/2024). 
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Sumber berita: 

1. https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/02/sudah-2-bulan-kasus-perjalanan-dinas-

fiktif-dprd-mamuju-mandek-di-meja-bpkp-sulbar, Sudah 2 Bulan Kasus Perjalanan 

Dinas Fiktif DPRD Mamuju ‘Mandek’ di Meja BPKP Sulbar, 2 Desember 2024; 

2. https://www.rri.co.id/hiburan/1016631/kejari-mamuju-rampungkan-pemeriksaan-

saksi-korupsi-perjalanan-dinas, Kejari Mamuju Rampungkan Pemeriksaan Saksi 

Perjalanan Dinas, 1 Oktober 2024. 

 

Catatan: 

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 

Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, pada 

Lampiran I angka 2 dijelaskan bahwa Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar 

tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan 

dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, 

dan pihak Iain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka: 

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 

b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; 

c. pengumandahan (detasering); 

d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; 

e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang 

dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan 

dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat 

cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; 

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan 

pegawai negeri; 

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Sl lS2lS3; dan 

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara 

lain: 

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja 

perangkat daerah; 

c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan 

https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/02/sudah-2-bulan-kasus-perjalanan-dinas-fiktif-dprd-mamuju-mandek-di-meja-bpkp-sulbar
https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/02/sudah-2-bulan-kasus-perjalanan-dinas-fiktif-dprd-mamuju-mandek-di-meja-bpkp-sulbar
https://www.rri.co.id/hiburan/1016631/kejari-mamuju-rampungkan-pemeriksaan-saksi-korupsi-perjalanan-dinas
https://www.rri.co.id/hiburan/1016631/kejari-mamuju-rampungkan-pemeriksaan-saksi-korupsi-perjalanan-dinas
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d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan 

perjalanan dinas. 

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi: 

a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan 

b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota. 

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas: 

a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan 

b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam. 

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut: 

a. uang harian; 

b. biaya transport; 

c. biaya penginapan; dan 

d. uang representasi perjalanan dinas. 

 

2. Berdasarkan pada Lampiran I angka 2.a.1. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan 

biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya 

keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak 

lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya 

keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan 

keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 

(delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.  

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas 

untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam 

kota yang melebihi 8 (delapan)jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. 

3. Sesuai Lampiran I angka 2.a.2. peraturan tersebut disebutkan bahwa Uang representasi 

perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon 

I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan 

dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan 

sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam 

rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara 

lumpsum. 

4. Berdasarkan Lampiran I angka 2.b. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan biaya 

penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan 

untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan 

perjalanan dinas dalam negeri. 
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Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara 

at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, 

diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga 

puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. 

5. Sesuai Lampiran II angka 2.1. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan biaya tiket 

pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket 

pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara 

kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Biaya tiket pesawat 

perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara 

at cost (biaya riil). Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat 

dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri 

sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at 

cost). 

6. Berdasarkan Lampiran II angka 2.2. peraturan tersebut dijelaskan bahwa Satuan biaya 

yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali 

perjalanan taksi: 

a. keberangkatan 

1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau 

stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; 

2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat 

tujuan; 

b. kepulangan 

1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk 

keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau 

2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat 

kedudukan asal. 

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan 

taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi 

menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. 

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost 

(biaya riil). Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan 

melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan 

bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost) 

7. Sesuai Lampiran II angka 2.3. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan biaya 

transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama 

(one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan 

kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil 
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negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di 

kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sarna atau sebaliknya dalam rangka 

pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. 

8. Berdasarkan Lampiran II angka 2.3. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan biaya 

transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di 

DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota 

Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu 

atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. 

 


